PEMERINT AT PROVINST SUMATERA BARA |
BADAN PENANGGUELANGAN BENCANA DALERAH

Jalan Jemd, Sodirman No, 47 Telp. (0751) 890720 Fax : (0751) 890721 P A D A N
L-mail : bphdprovsumbar@yahoo.com

SATUAN KERIA PERANGEKAT DALRAILL (SKPD) -
SURAT PERINTAH KERJA BIBD Provins Sumalera Baral

] ’ » - — C
(SPK) NOMOR SPK . OVSPR/SET/BPBD-S13/1-2019
TANGGAL SPIC ¢ 28 Januari 2019
i T ]
NAMA KI'A SEKRETARIS
NAMA PENYEDIA I, IHSAN PUTRA TUNGGAL

NOMOR DAN TANGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN
PAKET JASA KEBERSIHAN LANGSUNG : O1I/UND/PAN-BPBD/SET/1-2019 Tgl.17 Januari 2019
KANTOR BPBD PROVINSI ' S
SUMATERA BARAT NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA TIASIL PENGADAAN
LANGSUNG 04/PAN/SIET/2019 Tgl. 22 Januari 2019

SUMBIER DANA : di bebankan atas DPA Badan I’Eﬁnggulangﬁ_[}aanu Dacrah Provinsi Sumatera Baral
Tahun Anggaran 2019 Nomor ; 1.01,05.5.00.01.5.00.01.02.058.003.5.2 dengan Kode Rekening : 5.2.2.01.0005
dan 5.2.2.03.0045 B

Nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai adalah schesar Rp. 188.655.900,- (seratus delapan puluh
delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah)

Jenis Kontrak Harga Satuan

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan ¢ 12 (dua belas ) bulan

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan
dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka
waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar
denda kepada KPA sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK  sebelum PPN sctiap hari kalender
keterlambatan,

Untuk dan atas nama

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Untuk dan atas nama Penyedia
Provinsi Sumatera Barat PT. IJHSAN PUTRA TUNGGAL
Kuasa Pengguna Anggaran

Schkretaris

M TTRAL A
TEMIPI L

760B1AFF530523500

6000 —

EHARHIDURUPIAH A

ELIYUSMAN, SH.MM DESI INDRIANI
Pembina Tk. I/NIP. 19620610 198503 1 009 Direktris
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DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Fegpatan Varrperiaan, Jasa Keberibar, Pengmrmaran dan “ops Yanex
Peierian Jez Veberdihen Vantzy BYED Wrodog otz
Ma. Uraian Satuan | Volume | 'OTPS SEEER ] Jumish Harga
(Pp.) i IPp.)
1 GATI / UPAH 1
s prisrya 5 0,5 1mmEm| 1IR e
b EPIS Yesptatan B L) 5550 741400
c IS Y etrreaersipan e o0 11168500 6678 540,00
d THE (5 oerg) or 500 2.783.225,0) 11445 140,00
SUB TOTAL I 161.232 500,00
L BAHAM KEBERSTHAM
1. FEJABAT ESELOM II (1 ORANG)
- Trmse Peumes fiizh 4,0 14.000,00 332.000,00
- Bayfresh ¥aierg 24,0 b J s ki 4500000
- Baygon herho Yalers 3,0 000,40 114.000,09
3 PEJABAT ESELOH ITI (4 ORANG) -
- Tosus Parmen Yotz 172,70 140%,0 24508 000,00
- Earyfrech Y& 1520 27.70%,)/10 5.184.000,0
- EBaygon Jumin Yderey 12,00 s ik o) 45600000
2. PEJABAT ESELON IV, STAF DAM RUANG RAPAT -
- Temw Parces fofzie 13200 14.000,%0 1842 000,00
- Glade Ganfuryg = 1727 14.000,70 1.342.000,00
4. TOILET/KAMAR MAMDI
- Demdl =] 144,90 21.90,00 3.024.000,00
- Puorgter =ieia ) 108,06 17000, 1.234.000,00
- Yapur Barus Burgis 30,0 15.000,7) 450,000,040
5. LANTAI/DIHDING [ KACA -
- Perriersh Lantai At Septr g 144,00 14.000,00 2.016.000,00
- Permberih Yoz Botnd 72,0 13.50G,00 g72.900,00
SUB TOTAL O 21.420.000,00
oL PERALATAM KEBERSTHAN
El Szpu Ped =4 2450 43.000,00 1.152 000,00
b. Szpu Lartzi [ Sapu Puzngan Zh 24,00 40.006,00 550.000,00
c Szt Lentz ¥amer mend En £,00 27.000,0 162.000,00
d ¥zin Lap Tengzn Lisin 3,0 70.000,00 210.000,00
3 Gunting Bungz g 1,70 90.000,00 50.000,00
h. Sap Halaman gh 5,00 10.000,00 60.000,00
i Ernber Eh 10,00 20.000,00 200.000,50
i Sekop Sampzh Eh 3,00 18.000,00 54.000,00
k. Toryg Sammpzh Besar Pakezi Poda 2n 2,0 $20.000,00 1.950.000,00
L. Buly foyzm En 5,00 20.000,00 120.000,00
m. Sapu Loteng gh 3, 35.000,00 105.000,00
ni. Cargiul ] 3,00 70.000,00 210.000,00
o. ¥artong Plastr Sampah kg 30,00 24.000,00 720.000,00
SUB TOTAL IO 6.003.000,00
Jumlah Total Termasuk PPN 1B83.655.900,00
Terbilang :  seratus delspan puluh delapan juta enam ratus ima puluh lima ribu sembian ratus rupxah

Yuzsa Pergguna An
Senpdznzt

BPED fnsl Sumate rzt
\

b
Pembina Tk 1 HIP.19620610 198503 1 005

Padang, 28 Januari 2019
PT. THSAN PUTRA TUNGGAL
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SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

LINGKUP PEKERJAAN
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyclesaikan pekerjaan dalam jangka wakiu yang
ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi tcknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

PENYEDIA JASA MANDIRI
Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.

HARGA SPK

a. KPA membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar Rp. 188.655.900
(seratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah)

b. Harga SPK ftelah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya
asuransi.

c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam dafiar kuantitas dan harga (umfuk
kontrak harga satuan).

HAK KEPEMILIKAN

a. KPA berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang ferkail langsung atau disediakan
sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada KPA. Jika diminta oleh KPA maka
penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut
kepada KPA sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh KPA tetap pada KPA, dan
semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada KPA pada saat SPK berakhir atau jika
diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang
sama pada saal diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang
wajar.

PERKPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang
dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini
dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

PENGALIHAN DAN ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang unfuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan.
Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai
akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal 28 Januari 2019.

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP,

c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.

d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal karena
keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada KPA,

maka KPA dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum
SPK.

Scanned by CamScanner



10,

12.

13.

WAKTU PENYELUSAIAN PEKERJAAN

h

Kecual SPR diputuskan lebih awal, penyedin berkewajibnn untuk memulni pelaksanann pekerjoan
pada Tanggeal Mulai Kerpa, dan melaksannkan pekerjann sesuai dengan program mutu, serta
menyelesatkan pekerjaan selambat-lambatnya padda tmgpal 30 Desember 2019

Jika keterlambatan tersebut semato-mntn disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi mnka KPA
dikenokan hewajibon pembayaran lumli rugi. Denda atm panti rupi tidok dikennkan jikn Tonggal
Penyelesaian disepakati oleh para Pihak untuk diperpanjang,

. Tanggal Penyelesnian yanp bermaksud dnlom ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua

pokerjann,

SERAN TERIMA PEKERJAAN

HE

b,

d.

Setelah pekerjann selesai 100% (seratus perseratus),  penyedia mengajukan permintaan sccara
tertulis kepada KPA untuk penyerahan pekerjoan.

Dalam rangha penilaian hasil pekerjaan, KPA menugaskan Pejabat Pencrima Hasil Pekerjaan.
Pojabat Pencrima Hasil Pekerjonn melnkukan penilnian terhadap hasil pekerjoan yang telah
disclesaikan oleh penyedin. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan  dan/atau  cacat hasil
pekerjaan, penyedin wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah KPA.

KPA menerima penyerahan pekerjoan setelnh selurub hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Pencrima hasil Pekerjaan.

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

a. Penghentian SPK dapat dilakukan kerena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

b. Dalam hal SPK dihentikan, maka KPA wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi
pekerjnan yang telah dicapai.

¢. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak KPA.

d. Dalam hal pemutusan SPK dilnkukan karena kesalahan penyedia:
1. penyedin membayar dendn; dan/atau
2. penyedia dimasukkan dalam Daflar Hitam.

¢. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena KPA terlibat penyimpangan prosedur, melakukan
KKN dan/atau pelanggaran persaingan schat dalam pelaksanaan pengadaan, maka KPA dikenakan
sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PEMBAYARAN

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh KPA, dengan
ketentuan:
1. pembayaran dilakukan dengan sistem pembayaran secara sekaligus;
2. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak;

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan sctelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus)
dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.

¢. KPA dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran
dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat
Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan, tidak akan menjadi alasan untuk

menunda pembayaran. KPA dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan
prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang terjadi perselisihan.

DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi
atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. KPA mengenakan Denda
dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak
mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.
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14. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
KPA dan penyedin berkewajiban untuk berupaya sungguh-sunpguh menyelesnikan secarn damni
semun perselisihon yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK mi atau interprelasinya selamn
atau setelah pelaksanaan pekerjann. Jika perschsihan tidak dapat diselesaikan secam musynwarah
moka perselisihan akan disclesaikan melalni pengadilan negeri dolam wilayah hukum Republik
Indonesia.

15. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja KPA telah atau akan menerima komisi

atau keuntungan tidak sah lainnyn baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedin
menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadnp SPK ini.
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